Menimbang

Mengingat

BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2024;

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4698);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
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13.
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15.
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18.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal -
Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan
Purworejo — Wonosobo - Magelang - Temanggung dan
Kawasan Berebes — Tegal — Pemalang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri
E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang



Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022
Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024, yang
selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan
pembangunan Kabupaten Jepara untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang
dimulai pada 1 Januari 2024 dan berakhir pada 31 Desember 2024.

Pasal 2

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman

dalam:

a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024;

b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun
Anggaran 2024; dan

c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Jepara.

Pasal 3

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

BABIII : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,;
BAB VII : PENUTUP.



Pasal 4

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 7 Juli 2023

Pj. BUPATI JEPARA,

F

EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

(ﬁ%

e
EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 15




PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

BAB VII
PENUTUP

Sejalan dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional maka ditetapkan Tema
Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2024
adalah “Peningkatan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan didukung dengan
Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”. RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 ini merupakan acuan
dan pedoman dalam rangka menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (KUA); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Jepara Tahun 2024
serta Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) atau Rencana Kerja Anggaran
(RKA) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024.

Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat
terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang
terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang
menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan, serta tepat sasaran.

Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik
antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan
pembangunan serta berlandaskan pada prinsip money follow priority programs dan berorientasi
pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Penetapan prioritas
pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2024 dalam pelaksanaannya disusun agar sinergis dengan
prioritas pembangunan Jawa Tengah dan Nasional serta mendukung pelaksanaan 2 (dua) agenda
utama pembangunan nasional, yaitu SPM dan SDGs.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2024 pada akhirnya
akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam Rencana Kerja
Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan
aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat
pada tahun yang direncanakan.

Pj. BUPATI JEPARA,

d—

EDY SUPRIYANTA

RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 VII-1




TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJ BENCANA
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN OPD TAHUN 2022 2023 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17
8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil 6 Dokumen 134.000.000,00 | - Kab. Jepara, DANA - 5. Pemanta 180.000.000,00 | BADAN KESATUAN

Pelaksanaan Forum Semua TRANSFER pan tata BANGSA DAN POLITIK

Koordinasi Pimpinan Daerah Kecamatan, UMUM-DANA kelola pem

Kabupaten/Kota Semua KellDesa | ALOKASI UMUM erintahan
dan
kondisivitas
wilayah
serta penin
gkatan
kapasitas
dan
ketahanan
fiskal
daerah
7. Peningka
tan kualitas
tata kelola
pemerintah
an yang
baik

JUMLAH 2.362.335.128.029,00 2.466.189.440.955,00

Pj. BUPATI JEPARA,

EDY SU

IYANTA




UIRUBANT BEANG NOWATOR PROGRAM | wowm | REAUSASI | PLAETAN e T
/ PROGRAM / CAPAIAN
KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEQWTAR/ SUB KEGIATAN RENSTRA | RENJAOPD | “oonvaMUN | TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA |}
OPD 2023 2024 NAS
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8.01.06.2.01.0006 Forum Pi Daerah K

Jumiah Dokumen Hasil 6 Dokumen 134.000.000,00 | - Kab. Jepara, DANA -
Pelaksanaan Forum Semua TRANSFER
Koordinasi Pimpinan Daerah Kecamatan, UMUM-DANA
KabupatervKota Semua KeVDesa | ALOKASI UMUM

JUMLAH

2.362.335.128.029,00




